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Mengingat : 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR L TAHUN 2OO7

TENTANG O

RETRIBUSI PENGAWASAfi€AN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

bahwa dalam rangka pembianaan, pengawasan dan pengendalian atas

kegiatan pemanfaatan air yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan

gangguan kesehatan masyarakat perlu dilakukan pengawasan dan

pemeriksaan kualitas air.

bahwa untuk maksud tersebut pa$a huruf a, perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran

Negara Tahun 1984 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daegah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun'1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 34 Tahun 2000 tenang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor a04B);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3699);

Undang-undanq. Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Samosir dengan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4346);

b.

3.

4.

5.



6' Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan
Perundang'undangan (Lembaran Negara Tahun 2oo4 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 43gg);

7 ' Undang-undang: Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 44gz) scaagaimana terah diubah dengan Undang-undang Nomor g
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor
32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor aa3g);

9' Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 19g9 tentang Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL), (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor s9,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3g3g);

10. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan (ewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11' Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang tentang pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 11g, Tambahan Lembaran Negara
Nomor4137);

12' Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan

dan Pengawasan penyerenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4593).

13. Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 23 Tahun 200s tentang
organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten samosir
(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 Seri D
Nomor 3)

Dengan persetujuan Bersgma
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER^AH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : pERATURAN DAERAH TENTANG
PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

RETRIBUSI PENGAWASAN DAN



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir. c

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.

3. Bupati adalah Bupati Samosir.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Samosir.

6. Tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan, selanjutnya disingkat dengan

TPM adalah suatu bagunan yang menetap dengan segala peralatan dan

karyawannya yang berdasarkan izin Bupati dipergunakan untuk membuat
atau menjual makanan bagl konsumen meliputi regtoran, rirman makan,

kantin, warung kopi, snack bar dan tempat pembuatan dan penjualan

makanan lainnya.

7. Laboratorium air adalah unit pelaksand teknis Dinas Kesehatan yaitu berupa
tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan untuk

mertgadakan percobaan penelitian air.

8, Pemeriksaan Bakteriologi adalah perneriksaan dengan tolok ukur
macam/jenis dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sample.

9. Pemeriksaan kimia terbatas adalah pemeriksaan terhadap kandungan zat

kimia yang terdapat dalam air.

10. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air,
dan terdapat di atas dan bawah permukaan tanah.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah

surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD secara

jabatan adalah penetapan Retribusi Daerah berdasarkan kuasa dan

wewenang yang melekat pada jabatan apabila pejabat yang bersangkutan

menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan
kenyataan yang ada.

13. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat

untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi adminstrasi berupa bunga.
14. Surat Femberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat

SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan

perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut aturan Perundang-

undangan yang berlaku.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
dengan SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari
pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang.



16. Sura,t Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat SPMKR adalah
eurat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk

mengembalikan kelebihan retribusi kepada wajib retribusi atas permohonan

yang bersangkutan.

17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di
bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

"^ffi:i:il:::Iff",
Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi pengawasan dan pemeriksaan kualitas air dipungut
Retibusi terhadap pemeriksaan air yang belum diuji dalam laboratorium air.

(2) Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah air bersih/air minum yang

digunakan untuk perusahaan, industri/home induetri dan air yang digunakan
pada kolam renang/pemandian umum.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah perusahaan yang menggunakan air bersih/air minum
untuk perusahaan, industri/home industri dan air yang digunakan pada koiam
renang/pemandian umum.

Pasal 4

Subyek Retibusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati jasa
pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan kualitas air.

Pasal 5

Retribusi pengawasFn dan pemeriksaan kualitas air termasuk gotongan

Retribusijasa umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa pengawasan dan pemeriksaan kualitas air diukur
berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, dan bahan kimia yang dipakai pada
pengawasan dan pemeriksaan kualitas air di peruqahaan air mihum, industri
dan home industri serta kolam renang.



BAB IV
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusijasa peng6wasan dan pemeriksaan kualitas air

adalah untuk mengganti biaya administrasi,pemeriksaan dan pembinaan.

Pasal 8

(1) Setiap pemeriksaan air yang dilakukan di unit labotarium dikenakan

retribusi.

(2) Besarnya retribusi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebagai berikut

a. Kelas A dengan pemakian air lebih dari300 msper hari......Rp. 90.000,-

b' Kelas B dengan pemakian air 2oo-300 ms per hari ..............Rp. 70.000,-

c. Kelas c dengan pernakian air 100-200 msper hari..............Rp. 60.000,-

d. Kelas D dengan pemakian air s0-100 msper hari................Rp. 40.000,

e' Kelas E dengan pemakian air 10-50 m3per hari..................Rp. 20.000,-
(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi tersebut pada ayat (2) dapat diubah dan

disesuaikan dengan keadaan setelah mendapatkan persetujuan izin prinsip

dariPimpinan DPRD.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal g

Retribusi dipungut diwilayah Daerah Kabupaten Samosir.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut dengan menggunakan sKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

Pasal 11

(1) Berdasarkan pengisian SPTRD diterbitkan SKRD.

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oteh wajib Retribusi sebagaimana
mestinya maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.

(3) Bentuk



(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaiman dimaksud pada ayat (2), ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang

semula belum terungkap yang menyebabkan Penambahan Jumlah Retribusi
yang tbrhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 13

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal {4

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain

yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD,

SKRD secara Jabatan SKRD Tambahan.
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjukkan maka hasil

pemeriksaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-

lambatnya 3 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Peraturan

Bupati.

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dirnaksud dalam pasal 13 ayat (1)
Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kwalitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku
penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),

ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasel 16

Pembayaran retribusi harus dilakukan secata tunai/lunas.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Pengeluarsn surat teguran/peringatar/surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retrlbusi dikeluarkan segera setelah 7
(tujuh) harisejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jarrgka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegurantperingatan/

surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang

terutang.

{3) Sural



(3) surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh

Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan

retribusi daerah ditetapkan dengan peratuian Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayir tepat waktu atau kurang membayar

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebeEar 2e/o (dua persen) setiap

bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan
ditagih dengan menggunakan surat ragihan Retribusi Daerah.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Masa retribusi adalah jangka waKu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi

yang terhutang, sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayat (1).

BAB XI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan

STRD.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) buran sejak tanggal SKRD dan srRD.

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

harus dijawab oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan

diterima.

FtAFr Xil



BAB XII

TATA CARA PERHTTUNGAN PENGEMBALIAN

KELEBIHAN PE''BAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati

untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan

pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang

retribusi yang telah dibayarkan.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yang berhak atas

kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran

retribusi selanjutnya

' 
Pasal 23

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah

dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diterbitkan

SKRDLB paling lambat z (dua) bulan sejak diterimanya permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat'(1)

dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama z (dua) butan sejak

diterbitkan SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu

2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dan tsupati memberikan im,balan

bunga sebesar 20/o (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 24

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini

dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi

(SPMKR).

(2) Atas perhitungan pengembarian seblgaimana dimakeud pada ayat (1),

diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XIII...



BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,

PENGHAPUSAN ATI\U PENGU RANGAN SAN KSI

ADMINI$TRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 25 .
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

Retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iitetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 26
(1) wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatatan sxRo aan

STRD yang dalam penorbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung

dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Retribusi

Daerah.

(2) wajlb Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang

terutang dalam hat sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Bupati

atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan

meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (z)

diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk pating tama 3 (tiga) bulan

sejak Surat Permohonan diterima.

(6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (5), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan

keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan,

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan

dianggap dikabulkan.

Pasal 28.



BAB XIV

KADALUARSA

Pasal 27

(1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)

tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib

retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tertangguh apabila:

a. Diterbitkannya surat teguran;

b' Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun
tidak langsung.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 28

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluarsa, dihapus.

(2) Bupati atau Pejabat menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi
yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI

PENGAWASAN

Paeal 29

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat
yang ditunjuk.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Barang siapa melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Daerah
ini, diancam pidana kurungan paring rama 6 (enam) butan atau denda paring
sebanyak 4 (empat) kalijumlah retribusi yang terhutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN



BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Kabupaten diberi

wewenang khusus sebagai penyidik gntuk melakukan penyidikan tindak

pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara

Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyldik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adatah:

a. Menerima, meRcari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau badan tentang kebenaran porbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan dari orang, pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tersebut;

e. Melaltukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumendokumen lain, serta melakukan penyitaan

terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksarraan tugas

penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tersebut;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas dan atau dokumen lain yang dibawa sebagaimana dimaksud

pada huruf (e);

h' Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi

Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Molakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang

dapat dipertang gungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan penyampaian hasil penyidlkan kepada penuntut umum,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang Hukrlm Acara

Pidana yang berlaku.

BAB XIX.



BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang

bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal,2S Pebruari 2007

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLOti

Diundanqkan di Panoururan
pada tan-ggal 28 flamoarr 9oo7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH
TAHUN A&7 NOMOR

KABUPATEN SAMOSIR
&7 senl C NoMoR 14'


